




Kata Pengantar

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya MK 35/
PUU-X/2012 memenggal sebuah perdebatan panjang tentang keberadaan Hutan 
Adat di Indonesia, semenjak UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU 
Kehutanan) dilahirkan. 

Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan 
negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengaturan hutan 
adat ini menimbulkan banyak dampak di lapangan, yang kerap kali memicu 
DGTDCICK�MQPƀKM�OGPIQTDCPMCP�OCU[CTCMCV�JWMWO�CFCV�

Putusan MK 35/PUU-X/2012 ini kemudian memisahkan secara tegas keberadaan 
hutan negara dengan hutan adat, dimana hutan adat kemudian digolongkan 
ke dalam hutan hak. Hutan hak menurut UU Kehutanan adalah hutan yang 
ditetapkan berdasarkan hak atas tanah. Aturan hukum ini kemudian membuka 
ruang pertanyaan, antara lain hak seperti apa yang akan melekat pada hamparan 
hutan adat? Kemudian, bagaimana prosedur pemulihan hutan adat dari hutan 
negara? Dan apakah setelah berpisah dengan hutan negara, hutan adat ini akan 
bebas merdeka dari otoritas pemerintah?

Berbagai pertanyaan ini bergulir terus baik di kalangan masyarakat hukum adat 
sendiri, maupun di kalangan para aktivis pendamping dan tentunya di kalangan 
pemerintah dan pemerintah daerah, yang kemudian mendapat limpahan urusan 
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Komik ini mencoba mengurai berbagai kemungkinan yang akan dialami oleh 
hutan adat pasca putusan MK ini. Secara sederhana akan menggambarkan 
diskursus hukum dan teknis lapangan yang kemungkinan besar akan terjadi.

Harapannya, sebagai sebuah media kreatif yang telah menjadi alat (tools) 
pendidikan hukum bagi masyarakat, komik ini dapat menyumbangkan 
pengetahuan bagi masyarakat tentang aspek hukum hutan adat pasca keluarnya 
putusan MK tersebut. 

Selamat membaca,

Salam

Andiko
Direktur Eksekutif 





Kriiiiiiiin
g...

seperti tahun-tahun sebelumnya,
puntana adalah desa yang damai
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Ya sudah saya 
terima, Terima 

kasih ya

ayo mbe, kita 
ke balai desa!

tong

tong

tong

mbEEE...

mbeee...

mbEEE...
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hai… kau, kenapa kau 
pukul kentongan….., 

masyarakat jadi 
panik dan berkumpul 

di balai desa

maaf-maaf Pak Tua, 
ini ada surat dari 
teman-teman kita. 
Ini terkait dengan 
nasib hutan kita

Pu
tu

san
 M

K 
No

.3
5/

2012
 

te
nt

an
g H

ut
an

 A
dat

anak ini
selalu saja 
bikin gara-

gara!

tong

tong

tong

hehee...

mbEEE...

hah?!
siapa?

apa 
isinya?
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begitu..?!ada 
apa gerangan? 
Cepatlah kau 

kasih tahu wooi!!

Tenang, 
tenang, Pak Tua, 
Yang pasti bukan 
surat cinta dari 

nona ini,
hehehe...

Sebagai pendamping 
hukum rakyat, saya harus 

menyampaikan kabar penting 
ini, Pak Tua dan teman-

teman….

hmmm...
hmmm...
isinya...

SRE
K

surat dari 
kak rahma, 
yance dan 

eras

aahh
basa-basi!
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BERITA DALAM SURAT 
INI SUNGGUH SANGAT 
MEMBUAT HaTI SAYA 
BERDEBAR-DEBAR

CEPAT KATAKAN ATAU 
KEPALAMU BENJOL!

HEHE...
AMPUN 

PAK TUA...
INI SOAL 
PUTUSAN 
HUKUM

SOAL HUTAN 
YANG KITA 

CINTAI INI...

TAK 
SUDI
AKU!

AAA
AAH

H!!

MESTI PELAN-
PELAN AKU 

MENJELASKANNYA.. 
HEHEHE

ad
uh

h!
!
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Lalu apa yang 
ingin kau 

sampaikan soal 
hutan adat?

cepat
laah!

ooo...
ini tentang
hutan kita
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ada 
buldosernya?

hutan adat

gawat!
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ha ha ha ha

Wooii….
apa itu Putusan MK….
bukan putusan naik 
harga minyak lagi 

kan?….sudah repot 
kami mengatur uang 

belanja……

ehemmm, 
ehemmmm, 

maaf..maaf Pak Tua, ibu 
dan bapak dan saudara-

saudara di sini, teman kita 
yang berkirim surat ini 

ingin mengabarkan Putusan 
MK No. 35 Tahun 2012 yang 

memisahkan hutan adat dari 
hutan negara…..
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Hai kau….
bangun !...

kau kan PHR, 
kok malah 
tertidur 
di diskusi 
kampong 

kita…

Hussss….
dengar dulu 

keterangan dia, 
…cepat kau baca 

surat itu…!

zzzz.
..

WAkk
k!

GU
BR

AK
!

maaf pak tua, 
ngantuk beraat...

semalam abis 
ronda

GROOK!
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Sudah..sudah…..
Silahkan 

jelaskan kepada 
kita. Sudah 

penasaran nih

ssstt..
mirip bapaknya

Kau ini molor 
saja kerjanya. Di 
tempat umum pula

maaf
pak tua...

HUU
UUU

HI

HI

HI
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Baiklah,
Mahkamah Konstitusi itu 

adalah pengadilan di negeri 
kita untuk menguji undang-

undang apakah sesuai dengan 
Konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar kita atau tidak

si sok tahu 
ini memang 
selangit 
gayanya!

ehem... ehem...
mohon perhatiannya
dengan seksama...
ini masalah hukum

yang serius...

wah
seperti
istana

kerajaan

waaah...
megah
sekali!
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tapi kita kan ga 
ngerti hukum, nanti 

siapa yang akan 
menolong kita

maka bapak 
dan ibu dapat 

datang ke 
MK untuk 

mengajukan 
gugatan

ketiga 
teman kita ini akan 

menjelaskan putusan 
mk terakhir yang 
penting buat kita

Kalau bapak-bapak 
tidak setuju dengan 

sebuah undang-undang 
karena undang-undang 

itu melanggar hak-
hak bapak yang diatur 

dalam Konstitusi,

ingat kasus
kita jaman
dulu kan?
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alasannya itu…

Beberapa waktu lalu,
 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, Provinsi 
Riau; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi 

Banten mengajukan kepada MK untuk 
mengubah bunyi  Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan 

yaitu sepanjang kata “negara”, yang 
selengkapnya berbunyi: Hutan adat adalah 
hutan negara yang berada dalam wilayah 

masyarakat hukum adat, dan beberapa hal 
penting lainnya misalnya mengenai syarat

dari masyarakat adat itu

oke..oke…

hmmmm...
gitu ya?

zzz
zz..
.

wah jadi gak 
sabar nunggu 

isinya

iya...
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Ada tiga alasan utama: 
pertama, hilangnya akses yakni 

melakukan usaha pemajuan, 
pendampingan, dan perjuangan hak-hak 

masyarakat hukum adat; 

Kedua, hilangnya hak ulayat atas hutan, 
akses pemanfaatan, dan pengelolaan 

kawasan hutan adat; 

dan ketiga, terjadinya kriminalisasi 
karena masuk kawasan hutan adat yang 

diklaim sebagai hutan negara

lalu apa hasil 
putusan itu?!
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berikut tabelnya, yang sudah di 
siapkan oleh si 
nona cantik ini

Pasal 1 angka 6 

Hutan adat adalah hutan 

negara yang berada 

dalam wilayah masyarakat 

hukum adat. 

Sebelum Putusan MK 35

Hutan adat adalah hutan 

yang berada dalam wilayah 

masyarakat hukum adat. 

Catatan: kata “negara” 

bertentangan dengan 

konstitu
si 

Setelah Putusan MK 35 

coba kita
perhatikan baik-
baik bagaimana 

kondisi sebelum 
dan sesudah 
putusan mk

ya...
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Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. 
Catatan: Konstitusionalitas bersyarat (conditionally 

unconstitutional) 

Pasal 4 ayat (3) 

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan 
hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya 

masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional. 

Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

ini salah satu
putusan penting
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Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 
a.Hutan negara, dan 

b.Hutan hak 
Catatan: Hutan adat merupakan bagian dari 

hutan hak 

Pasal 5 ayat (1)

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 
a.Hutan negara, dan 

b.Hutan hak 

hoaaahm...
mulai

membosankan
ternyata

nah!!
ini tentang 
hutan kita!
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Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
huruf a, tidak termasuk hutan adat 

Catatan: AMAR PUTUSAN SALAH TULIS karena 
dimasukkan sebagai pertimbangan pasal 5 ayat 1, 
seharusnya pasal 5 ayat 2. Ketentuan ini bersifat 

konstitusionalitas bersyarat (conditionally 
unconstitutional),

Pasal 5 ayat (2) 
 
Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

huruf a, dapat berupa hutan adat. 

Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

dengan adanya 
putusan ini maka 

status hukum hutan 
adat kita menjadi 
jelas batasannya
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Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 

Catatan: frasa “dan ayat (2)” bertentangan dengan 
konstitusi 

Pasal 5 ayat (3) 

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 

Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

nah... kita sebagai 
masyarakat adat mesti 
tetap kompak bersatu 
agar kita tetap diakui 

keberadaannya
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Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 
Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak 

pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. 
Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi 

Pasal 5 ayat (4) 
 

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak 

pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. 

yang ini...
jangan sampai terjadi 

pada kampung kita

wahh...
soal hukum ini memang 

bikin ngantuk... MB
EE

E...
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Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya berhak: 

a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan; 

b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum 
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-
undang; dan 

c.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi 

Pasal 67 ayat (1) 

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya berhak: 
a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan  

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan; 

b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan 
hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 
undang-undang; dan 

c.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

MBE
EE...

naah!!
INI PENTING

JUGA!
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Sebelum Putusan MK 35

Setelah Putusan MK 35 

Pasal 67 ayat (2) 

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya 
masyarakat hukum adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya 
masyarakat hukum adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Catatan: permohonan ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi 

HEH?
TIDOR

SEMUA?!

ALAMAAAk!!
BAGAIMANA 

MAU MAJU KE MK 
KALAU BEGINI

!?
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bangunkan 
mereka, 

mbe!

nah sudah 
bangun kan!

penjelasanmu 
yang tadi bikin 

ngantuk

sudah-
sudah kita 
lanjutkan 

lagi

MB
EE

EE
EK

KK
!!!

MB
EE

EE
K...

M
BE
EE
...
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Menempatkan hutan 
adat sebagai bagian 
dari hutan negara 

merupakan pengabaian 
terhadap hak-hak 
masyarakat hukum 

adat!

hmmm... ,
jadi begini, lihat di 

dinding... hutan adat telah 
dipisahkan dari hutan 

negara dan masuk dalam 
golongan hutan hak saat 
ini. Status hutan negara 

tetap ada. Hutan adat tidak 
dimasukkan dalam hutan 

negara lagi..

UU
Kehutanan permohonan putusan MK

hutan
negara
(hutan 

adat bagian 
dari hutan 
negara)

hutan
negara

hutan
hak

hutan 
negara

hutan hak
(hutan hak 

teridiri dari 
hutan adat 
dan hutan 

perseorangan/
badan hukum)

hutan
adat
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nah…ini si 
PHR ini juga 
mengabaikan 

hak kita untuk 
teriak...!!!

stop, 
stop, 
sabar, 
sabar 
dan 

kembali 
duduk

Betul, betul, sudah 
lama kita diabaikan!

EEE...
BUKAN BEGITU
MAKSUDNYA
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hhhmmmmm pertanyaan 
bagus Pak Tua. MK memakai 
kelompok masyarakat yang 
ditentukan dalam konstitusi 

yaitu “Masyarakat Hukum 
Adat”

Lalu siapa 
yang berhak 

menerima 
hutan adat itu 
berdasarkan 
putusan Mk?

tenang...
tenang...

tok, t
ok

uhuk uhuk

ITU YANG 
TERTULIS 
DI SINI
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Husss….!, 
sok gaul loooo, 
mentang-mentang 

penyiar radio 
komunitas 

kampong kita

hmmm...
nggak 

segitunya 
kalee…

MK juga bilang pernyataan penggugat yang menyatakan 
“suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk 
menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan 
status politik mereka dan secara bebas mengejar 

kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka”. Pendapat 
para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada 

upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk 
mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (separatisme). Keberadaan masyarakat 
hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip - tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional - dan prinsip 

- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jikapun ada 
kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya 
dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 

serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan 
cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan 

izin untuk pihak ketiga berdasarkan persetujuan 
masyarakat hukum adat

AWAS 
KAO!

NANTI...
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Air

maaf, maaf...
ga usah 

sensi gitu 
dong

bener sih 
minta air...
tapi gak 

gitu juga 
kalee...

rasakan tahu 
goreng ini! 

huh!

Air
Air

haaapp

Byuurr

panaas

mbheehehe

mbheehehe

nih 
airnya!
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Hmmmm, berdasarkan ini semua, 
ke depan arah penguasaan hutan 
adalah seiring dengan penguasa 
tanahnya, misalnya hutan negara 

akan dikuasai oleh penguasa 
tanah negara…sementara hutan 
hak dikuasai oleh pemegang hak 
atas tanah seperti hak milik, dan 
penguasa hutan adat…tentunya 

penguasa tanah ulayat…

Hus huss! 
Ayo lanjutkan 

kembali...
INI PENTING BUAT 
KELANGSUNGAN 
HIDUP KITA!!

Bagaimana dengan
tanah ulayat kita ini kalau kami 
daftarkan seperti biasa? Kan 

sifat sertifikatnya individual.Nanti 
sangat mudah dipindahtangankan 

oleh oknum adat kita 

Tapi tapi, 
pada tanah ulayat 

itu kan tidak 
ada mekanisme 

pendaftaran atau 
registrasi?

29SERI KOMIK HUTAN KITA HIDUP KITA



okee, okee. 
Setuju...

HUH?

Beet
tuuu

lll..
!!

kalau begitu kita 
harus memiliki sistem 

internal yang kuat 
agar tanah ulayat kita 
tidak mudah berpindah 

tangan…
BETUL?!mbeee!
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Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan 
masyarakat hukum adat sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya berhak:
 
a.melakukan pemungutan hasil hutan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan;

 
b.melakukan kegiatan pengelolaan 

hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang; dan

 
c.mendapatkan pemberdayaan 

dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya

Jadi pak tua, MK tetap 
memberikan batasan bahwa 
yang akan menerima hutan 

adat ini nantinya adalah  
seperti yang ditulis dalam 

Pasal 67 ayat (1) ini

BEGITU
YA?

RUMIT
KALI!
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apakah 
putusan MK ini 
bisa secara 

otomatis 
mengembalikan 

hutan adat 
kita?

nafsu kali bapak-
bapak ini……
kita dengar 

dulu keterangan 
lebih lanjut…..
biar kita sadar 

resiko…

Diamm 
diaaam!

SETUJU…!!
!

Besok kita harus 
ambil lagi hutan-
hutan kita yang 
sudah dikuasai 

pihak lain. Setuju 
kawan-kawan...?!

SETUJU…!!
!
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betul Pak Tua, 
karena itulah 
saya jadi PHR 

yang cerdas...
pemuda penerus 

kepemimpinan 
bangsa yang 
beradat…

hmm, betul…betul….
hati boleh panas, karena 
puluhan tahun hutan kita 
terampas…..tapi kepala 
kita perlu dingin...agar 

kita bisa memilih strategi 
yang cerdas…

kalian ga bisa 
liat orang 
seneng aja 

deh

mbheehehe
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tentu 
saja!

Nah kalau begitu 
apa rekomendasimu 

setelah putusan 
MK ini? PHR harus 

punya strategi kan?

TUK!

mari kita lihat di 
tabel ini,

tapi maaf ya kalau 
ada bahasa yang 
sulit dimengerti
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zzzzz
zz...

Politis Pragmatis Pembaruan Hukum
Program-
Program 
Terkait

1. Pernyataan 
permintaan maaf 
dari pemerintah 
atas pengabaian 
yg dilakukan 
selama ini

2.Nomenklatur 
hutan adat 
dalam statistik 
dan kebijakan 
kehutanan

3.Pengembalian 
hutan adat dengan 
pendekatan 
restorative 
justice

4.Amnesti terhadap 
masyarakat 
hukum adat 
yg tersangka, 
terdakwa, 
terpidana karena 
hutan adatnya 
dijadikan hutan 
negara

1. RUU Pengakuan dan 
Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat

2. RUU perubahan UU 
Kehutanan

3. RUU Pertanahan

4. PP tentang Hutan Adat

  Catatan : 
a. Tata cara pengakuan/

penetapan/sertifikat 
hutan adat, pemulihan, 
rehabilitasi, penyelesaian 
konflik hutan adat, 
pembentukan lembaga dan 
mekanisme yang menangani 
penyelesaian konflik 
dalam pengembalian hutan 
adat serta tanggungjawab 
masyarakat hukum adat 
dalam pengelolaan hutan 
adat.)

b. Peran negara terhadap 
hutan adat ( Menentukan 
fungsi, Mengatur dan 
mengawasi peredaran 
hasil hutan kayu, 
Melakukan pemberdayaan 
dan pelayanan, Memberikan 
izin untuk pihak ketiga 
berdasarkan persetujuan 
masyarakat hukum adat 
(?))

1. Penyusunan 
rencana 
makro 
kehutanan

2.NKb 12 
K/L untuk 
Percepatan 
Pengukuhan 
Kawasan 
Hutan

3.BRWA dan 
OneMap Policy 
Moratorium 
Izin

kami para pendamping hukum 
rakyat akan membantu 

merumuskan cara atau strategi 
yang tepat untuk kelestarian 
hutan dan kehidupan kita di 

kampung ini
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aduh…anak-anak muda….
bingung saya sebagai orang tua 

ini memahaminya. Rekomendasi 
teknisnya kira-kira bagaimana? 
Kebetulan saya orang teknis 

bangunan….he..he…

Nah, sudah tahu kan ?, apa 
yang ada di tabel itu adalah 
pilihan-pilihan langkah yang 
diperbincangkan di kalangan 

teman-teman pendukung kita…
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beberapa contoh 
kebijakan daerah 
terkait ini Pak tua

Jadi bagaimana
dengan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang diputuskan oleh 
MK tadi? tentu akan susah untuk mengembalikan hutan adatnya kembali, 
apalagi masalah hutan adat bagi kami tidak hanya soal-soal pemanfaatan 

hutan saja, tapi lebih jauh adalah otoritas kami sebagai pemegang ulayat 
yang di dalamnya juga terdapat hutan adat itu. Adakah pengalaman-

pengalaman daerah lain yang bisa menjadi contoh ?

COBA JELASKAN!?
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so what…
gethooo lhooo

1. Sumatera Barat. Perda No. 2/2007. Dalam bentuk Nagari 
adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki 
batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat 
Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam 
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 648 Nagari di 
Sumatera barat.

2. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 
tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. 

3. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat 
Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Kedua masyarakat hukum 
adat ini merupakan pemohon dalam perkara No. 35/
PUU-X/2012 yang telah diakui keberadaannya sebagai 
masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah 
Konstitusi

Ini di antaranya…

MBEEE
...
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dan keempat, Ikut mendorong 
Inpres yang isinya perintah 

kepada Menteri Dalam 
Negeri dan BPN untuk 

menyelenggarakan usaha 
registrasi wilayah adat yang di 
dalamnya terdapat hutan adat

ketiga, Menetapkan 
wilayah-wilayah adat 
melalui keputusan 
pemerintah daerah 

atau pembuatan perda 
masyarakat adat

kedua, 
Menggunakan 
penetapan tata

ruang wilayah khusus 
untuk kepentingan 

sosial, budaya 
dan lingkungan 
yang dimulai dari 

pemerintah
daerah

Jadi kalau kita
lihat ruang yang ada dalam 
sistem hukum kita saat ini,

adalah pertama, Melepaskan 
kawasan hutan adat itu dari 

kawasan hutan negara melalui 
mekanisme pelepasan kawasan 

hutan yang ada melalui 
kementerian kehutanan
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ke depan yang harus dilakukan adalah :

1. Perkuat kelembagaan dan aturan adat termasuk 
pengelolaan hutan adat yang jadi bagian dari 
wilayah adat kita

2. Identifikasi wilayah-wilayah adat dan mulai bangun 
dialog dengan tetangga wilayah adat serta pihak 
lain yang ada di kawasan adat untuk membangun 
kesepakatan penyelesaian

3.Mulai mengidentifikasi dan menggunakan ruang 
hukum yang mungkin dimanfaatkan di tingkat 
daerah

Nah….
betul itu 
Pak Tua

hmmm, jadi kita tidak cukup 
bicara mengenai hutan adat saja 

ya...kita harus bicara wilayah 
adat...hutan adat itu hanya 

sepotong kecil dari hak ulayat 
kami kan ?

MBee
ee

baiklah. Itu 
semua harus 

kita lakukan..!

MBeeee
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terima kasih kau si 
Sok Tahu. Kali ini aku 

percaya sama kau. 
Terima kasih

berhubung 
kambing saya 

sudah memanggil, 
saya cukupkan 
sekian ceramah 

saya..

hmmm... 

MB
eee

e

AYO KITA
CARI 

MAKANAN
MBEK!

LAPAR KALI 
PERUT INI

MBeeee
MBeeee
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Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba 
yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang 
sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan 
pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/
budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. 
Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal 
sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan 
hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan 
praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

Ŗ� *CM�#UCUK�/CPWUKC�
Ŗ� -GCFKNCP�5QUKCN�
Ŗ� -GDGTCICOCP�$WFC[C�
Ŗ� -GNGUVCTKCP�'MQUKUVGO�
Ŗ� 2GPIJQTOCVCP�VGTJCFCR�MGOCORWCP�TCM[CV�
Ŗ� -QNGMVKſVCU�

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi 
FCP�NCY[GT��[CPI�OGOKNKMK�RGTJCVKCP�FCP�MGRGFWNKCP�VGTJCFCR�MQPUGR�DGTſMKT�FCP�RTCMVGM�JWMWO�
di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan 
HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 
sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa 
berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, 
5*���/[TPC�#��5CſVTK��5*���/*���2J�&��,WNKC�-CNOKTCJ�5*���5CPFTC�/QPKCIC��5*��� +HFJCN�-CUKO��
SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., 
Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., 
Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. 
Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., 
Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang 
adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan 
keragaman sosial budaya.

Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) 
melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.

2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk 
menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
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3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis 
situasi empirik.

4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri 
untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

Ŗ� 5WOCVGTC�$CTCV��DGTOKVTC�FGPICP�2GTMWORWNCP�3�DCT
Ŗ� ,CYC�$CTCV�$CPVGP��DGTOKVTC�FGPICP�4/+�
4KODCYCP�/WFC�+PFQPGUKC�
Ŗ� ,CYC�6GPICJ��DGTOKVTC�FGPICP�.$*�5GOCTCPI
Ŗ� -CNKOCPVCP�$CTCV��DGTOKVTC�FGPICP�.$$6�
.GODCIC�$GNC�$CPWC�6CNKPQ�
Ŗ� 5WNCYGUK�5GNCVCP��DGTOKVTC�FGPICP�9CNNCEGC
Ŗ� 5WNCYGUK�6GPICJ��DGTOKVTC�FGPICP�2GTMWORWNCP�$CPVC[C

Program Kerja

1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model 
rekruitmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin 
meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan 
JWMWO��NGICN�FTCHVKPI��EQPƀKEV�TGUQNWVKQP��FCP�CFXQMCUK�MGDKLCMCP

���4GUQNWUK�-QPƀKM�$GTDCUKU� +PKUKCVKH�/CU[CTCMCV�� [CPI�FKJCTCRMCP�CMCP�OGPFQTQPI� VGTDGPVWMP[C�
OGMCPKUOG�TGUQNWUK�MQPƀKM�5&#�[CPI�VGTNGODCIC�FCP�GHGMVKH�FCP�FKFWMWPI�QNGJ�MQOWPKVCU�NQMCN�
dan adat.

3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan 
pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan 
media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.

4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam 
mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi 
di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ 
[CPI�OGPICMQOQFCUK�FCP�OGTGƀGMUKMCP�JCM�OCU[CTCMCV�

5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, 
kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Ketua   : Chalid Muhammad, SH
Sekretaris  : Andik Hardiyanto, SH
Bendahara  : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana
Direktur Eksekutif  : Andiko, SH,MH
Staf Program  : Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)

Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)

Program Pengembangan
Kelembagaan  : Susi Fauziah, BSc
Tim Keuangan  : Eva
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